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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pertolongan Jahat dalam Transaksi Jual Beli Mobil dengan Dokumen Palsu Menurut Hukum Pidana Indonesia
Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan hukum masyarakat. Dalam transaksi kendaraan bermotor, dokumen seperti BPKB dan STNK bukan hanya pelengkap administratif, melainkan alat bukti yang menunjukkan identitas kendaraan, pemilik, serta legitimasi penguasaan kendaraan. Oleh karena itu, apabila dokumen tersebut dipalsukan atau dipakai seolah-olah benar, maka perbuatan tersebut dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pemalsuan surat dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pasal ini pada pokoknya mengatur dua bentuk perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, serta memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah benar. Dalam konteks jual beli mobil, BPKB dan STNK termasuk surat yang memiliki nilai hukum karena dapat membuktikan kepemilikan dan legalitas kendaraan. Dengan demikian, apabila BPKB atau STNK dipalsukan untuk meyakinkan pembeli atau penerima gadai, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat.

Unsur utama dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu berarti membuat surat yang sejak awal isinya tidak benar atau seolah-olah berasal dari pihak yang berwenang, padahal sebenarnya tidak demikian. Sementara itu, memalsukan surat berarti mengubah isi surat yang semula benar menjadi tidak benar, misalnya mengubah identitas pemilik, nomor kendaraan, atau data kendaraan. Dalam perkara jual beli mobil dengan dokumen palsu, perubahan terhadap data pada BPKB dan STNK dapat menjadi dasar dugaan pemalsuan surat apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum.

Selain perbuatan membuat atau memalsukan surat, Pasal 263 KUHP juga mensyaratkan bahwa surat tersebut merupakan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal. BPKB dan STNK jelas memenuhi unsur ini karena keduanya berkaitan dengan bukti kepemilikan, identitas kendaraan, serta legalitas penggunaan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pemalsuan terhadap BPKB dan STNK tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan dapat masuk ke dalam ranah pidana apabila disertai maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli.

Unsur berikutnya dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah adanya maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu. Unsur ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat tidak hanya dilihat dari bentuk fisik dokumen, tetapi juga dari tujuan penggunaannya. Dalam transaksi jual beli mobil, dokumen palsu biasanya digunakan untuk meyakinkan calon pembeli bahwa kendaraan tersebut sah dimiliki oleh penjual. Apabila dokumen palsu tersebut dipakai untuk mempermudah transaksi atau memperoleh keuntungan, maka unsur kesengajaan dalam pemalsuan surat dapat semakin terlihat.

Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang pemakaian surat palsu. Artinya, seseorang yang tidak membuat sendiri dokumen palsu tetap dapat dipidana apabila ia dengan sengaja memakai surat palsu tersebut seolah-olah benar. Ketentuan ini penting dalam perkara jual beli mobil karena tidak semua orang yang membawa atau menggunakan BPKB dan STNK palsu adalah pembuat dokumen palsu. Namun, apabila ia mengetahui atau patut memahami bahwa surat tersebut palsu, lalu tetap menggunakannya untuk transaksi, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara yang ditangani Polres Langkat, pengaturan Pasal 263 KUHP relevan karena dokumen yang dipersoalkan adalah BPKB dan STNK yang diduga palsu. Berdasarkan keterangan saksi dalam BAP, terdapat dugaan perbedaan tulisan pada identitas pemilik dan identitas kendaraan, bahkan disebutkan terdapat bekas tulisan yang dihapus kemudian ditulis ulang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dugaan pemalsuan tidak hanya muncul dari kecurigaan subjektif, melainkan dari keadaan fisik dokumen dan hasil pengecekan data kendaraan.

Selain pemalsuan surat, perkara ini juga berkaitan dengan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Pertolongan jahat pada dasarnya merupakan perbuatan yang berkaitan dengan menerima, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengambil keuntungan dari barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Dalam konteks kendaraan bermotor, seseorang dapat diduga melakukan pertolongan jahat apabila ia membantu mengalihkan, menjual, atau menggadaikan kendaraan yang patut diduga berasal dari tindak pidana.

Pasal 480 KUHP tidak hanya menjerat orang yang secara pasti mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, tetapi juga orang yang seharusnya patut menduga asal-usul barang tersebut bermasalah. Unsur “patut diduga” menjadi penting karena dalam praktik, pelaku sering menghindar dengan alasan tidak mengetahui secara pasti asal barang. Namun hukum pidana tetap dapat menilai keadaan-keadaan objektif, seperti harga yang terlalu murah, dokumen tidak sesuai, identitas pemilik tidak jelas, atau proses transaksi dilakukan secara tidak wajar.

Dalam transaksi jual beli mobil, indikator “patut diduga” dapat terlihat dari harga kendaraan yang jauh di bawah harga pasar. Apabila sebuah mobil tahun muda ditawarkan dengan harga sangat rendah, apalagi disertai dokumen yang mencurigakan, maka pihak yang terlibat seharusnya lebih berhati-hati. Pada perkara di Polres Langkat, mobil Toyota Avanza tahun 2024 ditawarkan dengan harga Rp130.000.000, sementara menurut saksi yang berprofesi sebagai agen mobil, harga pasarannya berada pada kisaran Rp170.000.000 sampai Rp190.000.000. Keadaan ini menjadi dasar kecurigaan awal terhadap legalitas kendaraan dan dokumennya.

Pengaturan pertolongan jahat juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pemilik sah barang. Apabila barang hasil kejahatan dapat dengan mudah dijual, digadaikan, atau dipindahtangankan, maka pelaku utama akan semakin mudah memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Oleh sebab itu, Pasal 480 KUHP berfungsi untuk memutus rantai peredaran barang yang berasal dari kejahatan. Dalam perkara mobil dengan dokumen palsu, pihak yang membantu menjual atau menggadaikan mobil patut diperiksa apakah ia hanya sebagai perantara biasa atau memang mengetahui adanya kejanggalan dalam penguasaan kendaraan.

Dalam hukum pidana, pertolongan jahat berbeda dengan pemalsuan surat, tetapi keduanya dapat muncul dalam satu rangkaian peristiwa. Pemalsuan surat menyerang kepercayaan terhadap dokumen, sedangkan pertolongan jahat menyerang ketertiban hukum terkait peredaran barang yang berasal dari kejahatan. Dalam kasus jual beli mobil, BPKB dan STNK palsu dapat menjadi alat untuk melancarkan penjualan atau penggadaian kendaraan. Karena itu, penyidik perlu melihat hubungan antara dokumen palsu, kendaraan yang dikuasai, serta pihak-pihak yang berperan dalam transaksi.

Pasal 55 KUHP juga menjadi penting dalam perkara ini karena terdapat dugaan keterlibatan lebih dari satu orang. Pasal tersebut mengatur tentang penyertaan, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Dalam transaksi mobil dengan dokumen palsu, pihak yang memalsukan dokumen, pihak yang menyuruh menjual, pihak yang membawa mobil, dan pihak yang menggunakan dokumen palsu dapat dianalisis berdasarkan bentuk perannya masing-masing.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP tidak selalu menuntut semua orang melakukan perbuatan yang sama. Seseorang dapat berperan sebagai pihak yang merencanakan, menyuruh, menyediakan dokumen, membawa kendaraan, atau meyakinkan calon pembeli. Selama terdapat hubungan kesengajaan dan kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana, maka masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Dalam perkara Polres Langkat, keterangan Hamdan Afdawi yang menyebut dirinya disuruh oleh Dicky untuk menggadaikan mobil menjadi bagian penting dalam analisis penyertaan.

Pengaturan hukum terhadap pemalsuan surat dan pertolongan jahat juga tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan pidana. Dalam perkara ini, dasar hukum yang digunakan sudah jelas, yaitu Pasal 263 KUHP untuk pemalsuan surat, Pasal 480 KUHP untuk pertolongan jahat, dan Pasal 55 KUHP untuk penyertaan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, penyidik memiliki landasan untuk menilai apakah perbuatan para pihak memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain pada tanggal 22 Mei 2026, dijelaskan bahwa perkara seperti ini tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya dokumen palsu, tetapi juga harus dilihat dari cara dokumen tersebut digunakan dalam transaksi. Menurut penyidik, dokumen kendaraan yang diduga palsu menjadi alat untuk meyakinkan pihak lain agar percaya bahwa mobil tersebut sah untuk dijual atau digadaikan. Oleh karena itu, analisis hukumnya harus menghubungkan antara dokumen, kendaraan, harga transaksi, dan keterangan para saksi.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyidik menggunakan pendekatan pembuktian yang bertahap. Tahap pertama adalah memeriksa fisik dokumen, termasuk bentuk tulisan, identitas pemilik, dan identitas kendaraan. Tahap kedua adalah mencocokkan data dokumen dengan data kendaraan melalui sistem atau aplikasi pengecekan. Tahap ketiga adalah menggali keterangan saksi dan pihak yang membawa kendaraan. Pendekatan ini penting agar dugaan pemalsuan surat dan pertolongan jahat tidak hanya berdiri pada asumsi, tetapi didukung oleh alat bukti yang saling berkaitan.

Pengaturan hukum terhadap pemalsuan surat juga menuntut adanya potensi kerugian. Kerugian tersebut tidak harus selalu sudah terjadi secara nyata, tetapi cukup apabila pemakaian surat palsu dapat menimbulkan kerugian. Dalam transaksi mobil, potensi kerugian sangat jelas karena calon pembeli atau penerima gadai dapat kehilangan uang apabila ternyata kendaraan bukan milik penjual atau dokumen tidak sah. Selain itu, pemilik sah kendaraan juga dapat dirugikan karena kendaraannya dialihkan tanpa hak.

Dalam perkara Polres Langkat, potensi kerugian terlihat dari rencana transaksi sebesar Rp130.000.000. Apabila transaksi tersebut berhasil, pihak pembeli atau penerima gadai dapat menyerahkan uang berdasarkan keyakinan yang dibangun melalui dokumen yang diduga palsu. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan BPKB dan STNK palsu bukan hanya persoalan formalitas dokumen, tetapi dapat berdampak langsung pada kerugian ekonomi. Karena itu, Pasal 263 KUHP menjadi tepat untuk digunakan dalam menganalisis perbuatan tersebut.

Pada sisi lain, Pasal 480 KUHP juga relevan karena kendaraan yang hendak dijual atau digadaikan diduga bukan milik pihak yang membawanya. Dari keterangan Hamdan Afdawi, mobil tersebut disebut milik Dicky, sedangkan Hamdan diminta mengakui bahwa mobil itu miliknya sendiri. Keadaan ini menjadi penting karena pertolongan jahat sering terjadi ketika seseorang membantu mengalihkan barang yang bukan miliknya dengan cara membuat seolah-olah barang tersebut sah untuk diperdagangkan.

Dalam hukum pidana, kehati-hatian dalam transaksi kendaraan bermotor menjadi penting karena kendaraan memiliki identitas hukum yang melekat pada dokumen resminya. Seseorang yang membeli atau menerima gadai kendaraan tidak cukup hanya melihat fisik kendaraan, tetapi juga harus memastikan kecocokan BPKB, STNK, nomor rangka, nomor mesin, dan identitas pemilik. Apabila terdapat perbedaan data atau kejanggalan dokumen, maka transaksi seharusnya dihentikan dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Pengaturan hukum terhadap dokumen kendaraan juga berkaitan dengan fungsi negara dalam menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. BPKB dan STNK diterbitkan melalui mekanisme resmi sehingga tidak boleh diubah, dipalsukan, atau digunakan secara sembarangan. Apabila dokumen tersebut dipalsukan, maka yang diserang bukan hanya kepentingan pemilik kendaraan, tetapi juga kewibawaan administrasi negara. Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus kendaraan bermotor memiliki dampak yang cukup luas.

Dalam wawancara tanggal 22 Mei 2026, penyidik IPTU Dr. Herman F. Sinaga dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain juga menegaskan bahwa dokumen kendaraan yang mencurigakan harus diuji melalui kesesuaian antara data tertulis dan data faktual kendaraan. Apabila dokumen menunjukkan identitas yang berbeda dengan hasil pengecekan, maka hal tersebut dapat memperkuat dugaan penggunaan dokumen palsu. Penyidik juga menilai keterangan saksi menjadi penting, terutama saksi yang melihat langsung proses penawaran mobil dan pengecekan dokumen.

Pengaturan pidana dalam perkara ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya bekerja setelah kerugian terjadi, tetapi juga dapat bekerja ketika terdapat perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 KUHP, pemakaian surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian sudah cukup menjadi dasar pidana. Hal ini penting karena dalam praktik jual beli mobil, kerugian dapat dicegah apabila aparat segera bertindak sebelum transaksi selesai dilakukan.

Dalam perkara Polres Langkat, tindakan saksi yang curiga terhadap harga dan dokumen, kemudian menghubungi pihak kepolisian, merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Apabila transaksi dilanjutkan tanpa pengecekan, maka dokumen palsu dapat dipakai untuk memindahkan penguasaan kendaraan secara tidak sah. Dari sudut hukum pidana, kondisi ini memperlihatkan pentingnya peran masyarakat dalam membantu pengungkapan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat juga harus dianalisis berdasarkan hubungan antara perbuatan lahiriah dan sikap batin pelaku. Dalam pemalsuan surat, sikap batin dapat berupa kesengajaan untuk membuat atau memakai surat palsu. Dalam pertolongan jahat, sikap batin dapat berupa pengetahuan atau setidak-tidaknya dugaan yang patut bahwa barang berasal dari kejahatan. Oleh karena itu, penyidik harus menggali apakah pelaku mengetahui kejanggalan dokumen dan asal-usul kendaraan, atau setidaknya patut mencurigainya.

Keterangan Hamdan Afdawi menjadi penting karena ia menyatakan bahwa dirinya disuruh untuk menggadaikan mobil dan mengakui mobil tersebut sebagai miliknya. Ia juga menyebut adanya janji keuntungan apabila transaksi berhasil. Dari perspektif hukum pidana, janji keuntungan dapat menunjukkan adanya motif ekonomi, sedangkan perintah untuk mengakui mobil sebagai miliknya dapat menunjukkan adanya kesadaran bahwa transaksi tersebut tidak dilakukan secara wajar. Namun demikian, pembuktian akhir tetap harus didasarkan pada keseluruhan alat bukti.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan pemalsuan surat dan pertolongan jahat memberi ruang bagi penyidik untuk menentukan pasal yang paling sesuai dengan fakta perkara. Apabila terbukti seseorang membuat atau mengubah dokumen, maka Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat diterapkan. Apabila seseorang hanya memakai dokumen palsu, maka Pasal 263 ayat (2) KUHP dapat dipertimbangkan. Apabila seseorang membantu menjual atau menggadaikan kendaraan yang patut diduga berasal dari kejahatan, maka Pasal 480 KUHP dapat digunakan.

Penerapan pasal secara alternatif atau subsider juga dapat dilakukan apabila fakta perkara masih membutuhkan pendalaman. Dalam BAP, perkara disebut sebagai pemalsuan surat dan/atau pertolongan jahat dengan konstruksi Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 KUHP subsider Pasal 480 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Konstruksi seperti ini menunjukkan bahwa penyidik membuka kemungkinan beberapa bentuk pertanggungjawaban, tergantung pada hasil pembuktian mengenai siapa yang memalsukan, siapa yang memakai, dan siapa yang membantu transaksi.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu telah memiliki dasar yang cukup jelas dalam KUHP. Pasal 263 KUHP melindungi kepercayaan terhadap surat atau dokumen, Pasal 480 KUHP mencegah peredaran barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, dan Pasal 55 KUHP mengatur keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain pada 22 Mei 2026, pengaturan tersebut diterapkan dengan melihat kesesuaian dokumen, asal-usul kendaraan, harga transaksi, keterangan saksi, serta peran masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa.

B. 
Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pertolongan Jahat dalam Kasus Jual Beli Mobil dengan Dokumen Palsu yang Ditangani Polres Langkat
Penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam perkara jual beli mobil dengan dokumen palsu yang ditangani Polres Langkat harus dilihat dari rangkaian peristiwa secara utuh. Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan adanya dugaan dokumen BPKB dan STNK palsu, tetapi juga menyangkut perbuatan membawa, menawarkan, menjual atau menggadaikan mobil dengan menggunakan dokumen tersebut. Oleh karena itu, analisis unsur pidananya perlu menghubungkan antara perbuatan pelaku, dokumen yang digunakan, tujuan transaksi, serta keterangan para saksi yang melihat langsung kejadian.

Unsur pertama dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah adanya surat yang menjadi objek pemalsuan. Dalam perkara ini, surat yang dimaksud adalah BPKB dan STNK dari 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih. Kedua dokumen tersebut memiliki kedudukan penting karena digunakan untuk menunjukkan identitas kendaraan dan kepemilikan kendaraan. Apabila dokumen tersebut ternyata tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka dokumen tersebut dapat diduga sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan.

Berdasarkan keterangan saksi dalam berkas perkara, mobil yang dibawa oleh Hamdan Afdawi adalah Toyota Avanza warna putih tahun 2024 dengan nomor polisi BK B 2758 FOH, nomor rangka MHKAA1AYXRK043912, dan nomor mesin 1NR6267935. Mobil tersebut ditawarkan dengan harga Rp130.000.000, sedangkan menurut saksi yang berprofesi sebagai agen mobil, harga pasarannya berkisar antara Rp170.000.000 sampai Rp190.000.000. Perbedaan harga yang cukup jauh ini menjadi salah satu keadaan awal yang menimbulkan kecurigaan terhadap legalitas kendaraan dan dokumennya.

Unsur surat palsu dalam perkara ini semakin terlihat ketika saksi Tasman alias Ajo dan Muhammad Razali melakukan pengecekan terhadap BPKB dan STNK yang dibawa pelaku. Dari pemeriksaan awal, ditemukan adanya perbedaan bentuk tulisan pada BPKB, khususnya pada bagian identitas pemilik dan identitas kendaraan. Bahkan, dalam keterangan saksi disebutkan bahwa terdapat bekas tulisan yang dihapus kemudian ditulis ulang. Keadaan ini menunjukkan adanya dugaan perubahan isi dokumen yang semula seharusnya memuat data asli menjadi data yang tidak sesuai.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain pada 22 Mei 2026, dugaan pemalsuan surat tidak dapat hanya didasarkan pada kecurigaan secara kasat mata. Penyidik harus melihat kesesuaian antara fisik dokumen, data dalam dokumen, dan data kendaraan yang sebenarnya. Dalam perkara ini, perbedaan tulisan dan hasil pengecekan melalui aplikasi menjadi petunjuk awal bahwa dokumen tersebut tidak wajar dan perlu didalami sebagai bagian dari pembuktian unsur pemalsuan surat.

Unsur berikutnya dalam Pasal 263 KUHP adalah bahwa surat tersebut dapat menimbulkan hak atau digunakan sebagai alat bukti mengenai suatu hal. BPKB dan STNK jelas dapat dikategorikan sebagai surat yang memiliki fungsi pembuktian karena berkaitan dengan kepemilikan dan legalitas kendaraan. Dalam transaksi jual beli mobil, calon pembeli atau penerima gadai biasanya akan percaya pada BPKB dan STNK sebagai dasar bahwa kendaraan tersebut benar milik pihak yang menjual atau menggadaikan. Dengan demikian, penggunaan dokumen palsu dalam perkara ini berpotensi menimbulkan hak secara tidak sah bagi pihak tertentu.

Penerapan unsur “maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar” tampak dari tindakan pelaku yang menunjukkan BPKB dan STNK kepada calon pembeli atau penerima gadai. Berdasarkan keterangan Tasman alias Ajo dan Muhammad Razali, dokumen tersebut ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa mobil yang ditawarkan benar-benar sah dan layak untuk dibeli. Artinya, dokumen tersebut tidak hanya dibawa secara pasif, tetapi digunakan secara aktif untuk mendukung transaksi.

Dalam hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa penggunaan dokumen dalam transaksi merupakan bagian penting untuk melihat adanya hubungan antara dokumen palsu dan tujuan pelaku. Menurut penyidik, apabila dokumen hanya ditemukan tanpa digunakan, maka pembuktiannya berbeda dengan dokumen yang ditunjukkan kepada calon pembeli untuk meyakinkan transaksi. Dalam perkara ini, BPKB dan STNK diduga palsu dipakai untuk memperkuat pengakuan bahwa mobil tersebut milik pelaku.

Unsur “seolah-olah benar dan tidak palsu” juga terlihat dari pengakuan pelaku kepada pihak calon pembeli. Pelaku menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan hendak dijual karena membutuhkan uang untuk keperluan pribadi. Pengakuan ini kemudian didukung dengan penyerahan atau penunjukan dokumen BPKB dan STNK. Dengan cara demikian, pelaku berusaha membangun kesan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang sah.

Namun, keterangan Hamdan Afdawi justru menunjukkan adanya fakta lain. Ia menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik Dicky, dan ia disuruh untuk menggadaikan mobil tersebut. Hamdan juga menyebut bahwa Dicky menyuruhnya mengakui mobil tersebut sebagai miliknya. Fakta ini penting karena memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan kepada calon pembeli dengan keadaan sebenarnya mengenai asal-usul dan kepemilikan kendaraan.

Penerapan unsur pemalsuan surat juga dapat dilihat dari adanya hasil pengecekan melalui aplikasi. Berdasarkan keterangan saksi, setelah dokumen BPKB dan STNK dicek melalui aplikasi, data yang muncul bukan data kendaraan yang sesuai, melainkan data kendaraan lain. Hal ini memperkuat dugaan bahwa dokumen yang dibawa tidak sesuai dengan kendaraan yang sedang ditransaksikan. Dalam konteks pembuktian, ketidaksesuaian data ini menjadi petunjuk penting bahwa dokumen tersebut tidak dapat dipercaya sebagai dokumen asli.

Dalam wawancara tanggal 22 Mei 2026, IPTU Dr. Herman F. Sinaga dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain menjelaskan bahwa pengecekan melalui aplikasi digunakan untuk memastikan apakah dokumen yang dibawa sesuai dengan data kendaraan. Apabila data tidak cocok, maka penyidik akan mengembangkan pemeriksaan melalui keterangan saksi, barang bukti, serta pemeriksaan terhadap pihak yang membawa kendaraan. Dengan demikian, penerapan unsur pemalsuan surat dilakukan melalui gabungan antara pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak.

Unsur pemakaian surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP menjadi relevan apabila pelaku tidak terbukti sebagai pihak yang membuat dokumen palsu, tetapi terbukti menggunakan dokumen tersebut. Dalam perkara ini, beberapa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang memalsukan BPKB dan STNK, tetapi yang menggunakan dokumen tersebut adalah Hamdan Afdawi. Oleh karena itu, fokus penerapan unsur dapat diarahkan pada perbuatan memakai dokumen yang diduga palsu dalam proses penjualan atau penggadaian mobil.

Penerapan Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam perkara ini lebih mudah dianalisis dari perbuatan nyata pelaku. Hamdan membawa dokumen, menunjukkannya kepada pihak lain, dan menggunakan dokumen itu untuk mendukung pengakuan bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Walaupun ia menyatakan tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu, penyidik tetap perlu menilai apakah dari keadaan yang ada pelaku seharusnya patut curiga atau mengetahui bahwa transaksi tersebut tidak wajar.

Selanjutnya, unsur pertolongan jahat dalam Pasal 480 KUHP perlu dilihat dari perbuatan menerima, menjual, menggadaikan, atau mengambil keuntungan dari barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Dalam perkara ini, Hamdan Afdawi mengaku akan menggadaikan mobil milik Dicky kepada agen Ajo dengan harga Rp130.000.000. Perbuatan menggadaikan mobil yang bukan miliknya, apalagi dengan dokumen yang diduga palsu, dapat diarahkan sebagai perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup pertolongan jahat.

Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan” dalam Pasal 480 KUHP tidak hanya berlaku bagi penerima barang, tetapi juga dapat dikaitkan dengan pihak yang membantu memperjualbelikan atau menggadaikan barang hasil kejahatan. Dalam perkara ini, Hamdan menerangkan bahwa ia dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila berhasil menggadaikan mobil tersebut. Janji keuntungan tersebut menunjukkan adanya motif ekonomi dalam perbuatannya.

Menurut penyidik dalam wawancara, unsur pertolongan jahat dalam perkara ini dilihat dari peran pelaku yang membantu mengalihkan penguasaan kendaraan melalui transaksi gadai atau jual beli. Penyidik menilai bahwa pelaku tidak berada dalam posisi sebagai pemilik sah kendaraan, tetapi tetap membawa kendaraan dan dokumen untuk meyakinkan pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk bantuan terhadap peredaran barang yang patut diduga bermasalah secara hukum.

Unsur “diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan” menjadi unsur penting dalam Pasal 480 KUHP. Dalam perkara ini, keadaan yang dapat menimbulkan dugaan antara lain harga kendaraan yang jauh di bawah harga pasar, dokumen yang memiliki perbedaan tulisan, data kendaraan yang tidak sesuai saat dicek, dan adanya pengakuan palsu mengenai kepemilikan mobil. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak berjalan secara normal seperti jual beli kendaraan pada umumnya.

Penerapan unsur “patut diduga” tidak harus selalu membuktikan bahwa pelaku mengetahui secara pasti asal-usul kejahatan. Cukup apabila ada keadaan yang secara wajar seharusnya membuat seseorang curiga. Dalam perkara ini, Hamdan diminta mengakui mobil sebagai miliknya, menggunakan nama Rizal Efendi, serta membawa dokumen yang diberikan oleh Ewin. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ia berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya wajar sebagai pihak yang menggadaikan kendaraan.

Dari keterangan Hamdan, ia mengakui bahwa Dicky menyuruhnya menggadaikan mobil dan mengakui mobil itu sebagai miliknya. Selain itu, Ewin menyerahkan BPKB dan STNK kepada Hamdan untuk digunakan dalam proses transaksi. Rangkaian ini menunjukkan adanya pembagian peran, yaitu ada pihak yang menyuruh, ada pihak yang menyerahkan dokumen, dan ada pihak yang membawa serta menggunakan dokumen dalam transaksi. Hal ini memperkuat dugaan adanya kerja sama dalam peristiwa pidana.

Dalam konteks penyertaan, Pasal 55 KUHP dapat diterapkan apabila terdapat beberapa pihak yang secara sadar berperan dalam terjadinya tindak pidana. Pada perkara ini, peran Dicky, Ewin, dan Hamdan perlu dianalisis secara terpisah. Dicky diduga sebagai pihak yang menyuruh Hamdan, Ewin sebagai pihak yang menyerahkan dokumen, dan Hamdan sebagai pihak yang membawa mobil serta menunjukkan dokumen kepada calon penerima gadai.

Hasil wawancara dengan penyidik memperlihatkan bahwa Polres Langkat tidak hanya melihat Hamdan sebagai pelaku tunggal, tetapi juga menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyediakan dokumen, dan siapa pemilik sebenarnya dari kendaraan tersebut. Menurut IPTU Dr. Herman F. Sinaga dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, pembuktian dalam perkara seperti ini harus diarahkan pada jaringan perbuatan, karena transaksi kendaraan dengan dokumen palsu sering melibatkan beberapa orang dengan peran berbeda.

Penerapan unsur pertolongan jahat juga terlihat dari adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan keterangan Hamdan, ia mau menggadaikan mobil karena dijanjikan uang dari hasil transaksi. Keterangan ini menunjukkan bahwa keterlibatannya bukan semata-mata karena kebetulan membawa kendaraan, melainkan karena ada harapan memperoleh manfaat ekonomi. Dalam hukum pidana, motif keuntungan dapat menjadi petunjuk adanya kesengajaan atau setidak-tidaknya kesadaran untuk ikut dalam transaksi yang tidak wajar.

Selain itu, fakta bahwa Hamdan menggunakan identitas Rizal Efendi juga memperkuat dugaan adanya upaya menyamarkan identitas. Dalam transaksi kendaraan yang sah, pihak yang menjual atau menggadaikan seharusnya menggunakan identitas yang jelas dan sesuai dengan dokumen kepemilikan. Penggunaan identitas lain justru menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Hal ini dapat mendukung penerapan unsur kesengajaan dalam pemakaian dokumen palsu maupun unsur patut diduga dalam pertolongan jahat.

Penerapan unsur tindak pidana juga didukung oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian. Tasman alias Ajo, Muhammad Razali, dan Junaidi sama-sama menerangkan bahwa pelaku membawa mobil Toyota Avanza dan menunjukkan BPKB serta STNK yang diduga palsu. Mereka juga menerangkan adanya kecurigaan terhadap harga, bentuk tulisan dalam dokumen, dan hasil pengecekan data kendaraan. Kesesuaian keterangan para saksi ini penting karena dapat memperkuat konstruksi pembuktian dalam perkara pidana.

Dalam wawancara, penyidik menjelaskan bahwa keterangan saksi dalam perkara ini berfungsi untuk menguatkan kronologi dan memperjelas peran masing-masing pihak. Keterangan saksi digunakan untuk membuktikan kapan kejadian terjadi, di mana transaksi dilakukan, siapa yang membawa kendaraan, dokumen apa yang ditunjukkan, serta bagaimana reaksi saksi setelah menemukan kejanggalan. Dengan cara ini, penerapan unsur pidana tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti, tetapi pada rangkaian bukti yang saling mendukung.

Penerapan unsur pemalsuan surat dalam perkara ini dapat disimpulkan dari adanya dugaan penggunaan BPKB dan STNK yang tidak sesuai dengan data kendaraan sebenarnya. Dokumen tersebut digunakan untuk mendukung transaksi jual beli atau gadai mobil, sehingga memiliki fungsi langsung dalam meyakinkan pihak lain. Apabila kemudian terbukti dokumen tersebut palsu atau dipalsukan, maka unsur pemakaian surat palsu sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP dapat terpenuhi.

Sementara itu, penerapan unsur pertolongan jahat dapat dilihat dari tindakan Hamdan yang membantu menggadaikan atau menjual mobil yang bukan miliknya, menggunakan dokumen yang diduga palsu, serta mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak berdiri sebagai kesalahan administratif, tetapi memiliki hubungan dengan upaya mengalihkan barang yang patut diduga bermasalah. Oleh karena itu, Pasal 480 KUHP dapat dijadikan dasar dalam menilai perbuatan tersebut.

Namun, penerapan unsur pidana tetap harus memperhatikan asas kehati-hatian dalam pembuktian. Pengakuan Hamdan bahwa ia tidak mengetahui BPKB dan STNK palsu tidak dapat langsung diterima ataupun langsung ditolak. Penyidik harus menilai pengakuan tersebut bersama dengan fakta lain, seperti perintah dari Dicky, penggunaan identitas lain, harga yang tidak wajar, dokumen yang diberikan oleh Ewin, serta tujuan memperoleh keuntungan. Dari keseluruhan fakta inilah dapat dinilai apakah pelaku benar-benar tidak mengetahui atau sebenarnya patut menduga adanya kejahatan.

Dengan demikian, penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam perkara jual beli mobil dengan dokumen palsu di Polres Langkat menunjukkan adanya hubungan erat antara dokumen palsu, transaksi kendaraan, dan peran para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, penyidik menerapkan unsur pidana dengan cara mencocokkan fakta lapangan, keterangan saksi, hasil pengecekan dokumen, serta pengakuan pelaku. Oleh karena itu, perkara ini dapat dianalisis melalui Pasal 263 KUHP, Pasal 480 KUHP, dan Pasal 55 KUHP karena terdapat dugaan penggunaan surat palsu, pertolongan jahat, serta keterlibatan beberapa pihak dalam rangkaian transaksi mobil dengan dokumen palsu.

C. 
Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli Mobil dengan Dokumen Palsu pada Perkara yang Ditangani Polres Langkat
Pertanggungjawaban pidana para pihak dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu harus dilihat dari hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya dikaitkan dengan suatu peristiwa pidana, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ia melakukan perbuatan yang dilarang, memiliki kesalahan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam perkara yang ditangani Polres Langkat, setiap pihak yang terlibat perlu dianalisis berdasarkan perannya masing-masing, baik sebagai pihak yang membawa mobil, menyuruh menggadaikan mobil, menyerahkan dokumen, maupun pihak yang menggunakan dokumen palsu dalam transaksi.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini berkaitan erat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat, dan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Ketiga ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menilai kedudukan hukum para pihak yang terlibat. Pasal 263 KUHP digunakan apabila terdapat perbuatan membuat, memalsukan, atau memakai surat palsu. Pasal 480 KUHP digunakan apabila terdapat perbuatan membantu mengalihkan atau mengambil keuntungan dari barang yang patut diduga berasal dari kejahatan. Sementara itu, Pasal 55 KUHP digunakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama atau melibatkan beberapa orang dengan peran berbeda.

Dalam perkara Polres Langkat, pihak yang pertama kali tampak dalam transaksi adalah Hamdan Afdawi. Ia merupakan pihak yang membawa mobil Toyota Avanza warna putih dan menunjukkan dokumen BPKB serta STNK kepada calon pembeli atau penerima gadai. Berdasarkan keterangan dalam BAP, Hamdan mengakui bahwa ia hendak menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp130.000.000. Fakta ini menjadikan Hamdan sebagai pihak yang secara langsung berada di lokasi transaksi dan secara aktif menggunakan dokumen kendaraan dalam proses penawaran mobil.

Pertanggungjawaban pidana Hamdan Afdawi dapat dianalisis dari perbuatannya yang membawa dan menunjukkan BPKB serta STNK yang diduga palsu. Apabila terbukti bahwa Hamdan mengetahui atau setidaknya patut menduga dokumen tersebut tidak asli, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai pihak yang memakai surat palsu. Dalam hal ini, yang ditekankan bukan hanya siapa yang membuat dokumen palsu, tetapi siapa yang menggunakan dokumen tersebut seolah-olah benar untuk mendukung transaksi jual beli atau gadai mobil.

Namun demikian, Hamdan dalam keterangannya menyatakan bahwa ia tidak mengetahui BPKB dan STNK tersebut palsu. Pernyataan ini tidak dapat langsung menghapus pertanggungjawaban pidananya, karena dalam hukum pidana, pengakuan pelaku harus diuji dengan fakta lain yang ada di dalam perkara. Keadaan seperti harga mobil yang jauh di bawah harga pasar, perintah untuk mengaku sebagai pemilik mobil, penggunaan identitas lain, serta janji keuntungan dari hasil gadai, dapat menjadi indikator bahwa Hamdan setidaknya patut menduga adanya ketidakwajaran dalam transaksi tersebut.

Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain pada tanggal 22 Mei 2026 menjelaskan bahwa penyidik tidak hanya berpatokan pada pengakuan pelaku, tetapi juga mencocokkan pengakuan tersebut dengan keterangan saksi dan barang bukti. Menurut penyidik, dalam perkara dokumen palsu, pelaku sering menyatakan tidak mengetahui bahwa dokumen itu palsu. Oleh karena itu, penyidik harus melihat apakah ada keadaan objektif yang menunjukkan bahwa pelaku seharusnya curiga atau mengetahui bahwa dokumen dan transaksi tersebut bermasalah.

Pertanggungjawaban Hamdan juga dapat dilihat dari adanya janji keuntungan. Dalam BAP, Hamdan menerangkan bahwa ia bersedia menggadaikan mobil karena dijanjikan akan diberi uang dari hasil penggadaian mobil tersebut. Janji keuntungan ini menunjukkan adanya kepentingan ekonomi yang mendorong Hamdan ikut dalam transaksi. Dalam hukum pidana, motif keuntungan dapat memperkuat adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, khususnya apabila pelaku mengetahui bahwa transaksi tersebut tidak dilakukan secara wajar.

Selain itu, Hamdan juga menyebut bahwa ia diminta untuk mengakui mobil tersebut sebagai miliknya. Perintah untuk mengaku sebagai pemilik kendaraan merupakan keadaan penting karena menunjukkan bahwa sejak awal terdapat upaya untuk menciptakan kesan palsu kepada calon pembeli atau penerima gadai. Jika seseorang benar-benar menjadi pemilik sah, maka tidak perlu ada instruksi khusus untuk mengakui kendaraan sebagai miliknya. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesadaran atau setidaknya dugaan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sah.

Pertanggungjawaban pidana Hamdan juga berkaitan dengan penggunaan identitas lain, yaitu Rizal Efendi. Dalam keterangan BAP, Hamdan menerangkan bahwa ia mengaku dengan nama Rizal Efendi saat berhadapan dengan pihak calon penerima gadai. Penggunaan identitas lain dalam transaksi kendaraan bermotor merupakan tindakan yang mencurigakan karena dapat menyesatkan pihak lain mengenai siapa pemilik atau pihak yang berhak atas kendaraan tersebut. Keadaan ini dapat memperkuat dugaan bahwa Hamdan tidak sekadar menjadi perantara biasa, tetapi turut berperan dalam membangun keyakinan palsu dalam transaksi.

Pihak berikutnya yang perlu dianalisis adalah Dicky. Berdasarkan keterangan Hamdan, Dicky merupakan pihak yang menyuruh Hamdan untuk menggadaikan mobil dan meminta Hamdan mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Apabila keterangan ini terbukti benar, maka Dicky dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, peran Dicky tidak selalu harus hadir di tempat transaksi, karena penyertaan dapat terjadi melalui perintah, arahan, atau pengaturan sebelum tindak pidana dilakukan.

Dalam konstruksi penyertaan, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dapat dipandang sebagai pelaku apabila perintah tersebut mempunyai hubungan langsung dengan terjadinya tindak pidana. Jika Dicky terbukti menyerahkan kendaraan, mengatur agar Hamdan menggadaikan mobil, dan menyuruh Hamdan mengaku sebagai pemilik, maka perbuatan Dicky dapat dipandang sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya tidak hanya terbatas pada hubungan perdata atau hubungan kepercayaan dengan Hamdan, tetapi dapat masuk ke ranah pidana.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa peran pihak yang menyuruh harus ditelusuri secara serius. Menurut IPTU Dr. Herman F. Sinaga dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, dalam perkara jual beli mobil dengan dokumen palsu, pihak yang berada di balik transaksi sering kali lebih menentukan daripada pihak yang hanya membawa kendaraan. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali siapa yang menyediakan mobil, siapa yang memberi perintah, siapa yang menyediakan dokumen, dan siapa yang akan memperoleh keuntungan terbesar dari transaksi tersebut.

Pihak lain yang disebut dalam keterangan Hamdan adalah Ewin. Berdasarkan keterangan Hamdan, Ewin merupakan teman Dicky yang mendampingi dalam proses penggadaian dan menyerahkan BPKB serta STNK kepada Hamdan. Apabila benar Ewin mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu atau mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Hamdan, maka Ewin dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta membantu terlaksananya transaksi. Perannya menjadi penting karena penyerahan dokumen merupakan bagian langsung dari proses meyakinkan calon pembeli atau penerima gadai.

Dalam hukum pidana, peran menyerahkan dokumen tidak dapat dianggap sepele apabila dokumen tersebut dipakai untuk melakukan tindak pidana. Dokumen palsu dalam perkara ini berfungsi sebagai alat untuk memperlancar transaksi mobil. Jika seseorang menyerahkan dokumen dengan kesadaran bahwa dokumen itu akan dipakai untuk meyakinkan pihak lain, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai kontribusi terhadap tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Ewin perlu dilihat dari pengetahuan, maksud, dan hubungannya dengan Dicky serta Hamdan.

Pertanggungjawaban pidana para pihak dalam perkara ini juga perlu dibedakan dari kedudukan saksi Tasman alias Ajo, Muhammad Razali, dan Junaidi. Berdasarkan BAP, Tasman alias Ajo dan Muhammad Razali justru menunjukkan sikap hati-hati karena merasa curiga terhadap harga mobil yang terlalu murah dan kondisi dokumen yang tidak wajar. Mereka kemudian melakukan pengecekan dan menghubungi pihak kepolisian. Dengan demikian, kedudukan mereka lebih tepat sebagai saksi yang membantu mengungkap perkara, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

Tasman alias Ajo sebagai agen mobil memiliki peran penting dalam mengungkap ketidakwajaran transaksi. Ia merasa curiga karena mobil Toyota Avanza tahun 2024 ditawarkan dengan harga Rp130.000.000, sementara harga pasarannya lebih tinggi. Kecurigaan ini kemudian diperkuat ketika ia melihat adanya perbedaan bentuk tulisan pada BPKB. Sikap Tasman yang tidak langsung menerima transaksi, melainkan melakukan pengecekan dan menghubungi pihak kepolisian, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menerima atau membeli barang yang patut diduga bermasalah.

Muhammad Razali juga memiliki kedudukan sebagai saksi yang melihat langsung proses transaksi dan pengecekan dokumen. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa dokumen BPKB dan STNK digunakan oleh pelaku untuk meyakinkan calon pembeli. Ia juga menerangkan adanya perbedaan tulisan dan hasil pengecekan yang tidak sesuai dengan data kendaraan. Keterangan ini penting untuk memperkuat pembuktian, tetapi tidak menunjukkan bahwa Muhammad Razali memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana.

Junaidi, yang dalam BAP disebut sebagai anggota kepolisian, berperan dalam melakukan pengecekan dan mengamankan pelaku setelah adanya kecurigaan dari saksi. Ia menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi, data yang muncul adalah data kendaraan lain, bukan data yang sesuai dengan dokumen yang dibawa pelaku. Kedudukan Junaidi dalam perkara ini adalah sebagai saksi yang mengetahui proses pengamanan dan pengecekan awal, sehingga keterangannya mendukung pembuktian adanya dugaan dokumen palsu.

Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan unsur kesalahan. Dalam teori hukum pidana, seseorang baru dapat dipidana apabila terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan sesuai ketentuan delik. Pada pemalsuan surat dan pertolongan jahat, kesalahan dapat terlihat dari adanya pengetahuan, kehendak, atau setidaknya sikap batin yang menerima risiko bahwa dokumen atau barang tersebut bermasalah. Oleh karena itu, pembuktian terhadap Hamdan, Dicky, dan Ewin harus diarahkan pada sejauh mana mereka mengetahui dan menghendaki terjadinya transaksi tersebut.

Kesengajaan Hamdan dapat dianalisis dari tindakan aktifnya dalam membawa mobil, menunjukkan dokumen, mengaku sebagai pemilik, dan mengharapkan keuntungan. Meskipun ia menyatakan tidak mengetahui dokumen palsu, rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki peran langsung dalam mewujudkan transaksi. Kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan, tetapi dapat disimpulkan dari keadaan yang menyertai perbuatan. Dalam hal ini, penggunaan dokumen dan identitas yang tidak sesuai dapat menjadi petunjuk adanya kesadaran terhadap ketidakwajaran transaksi.

Kesengajaan Dicky, apabila terbukti, dapat dilihat dari perintah kepada Hamdan untuk menggadaikan mobil dan mengaku sebagai pemilik. Perintah seperti ini menunjukkan adanya kehendak untuk menggunakan Hamdan sebagai pihak yang tampil di depan calon penerima gadai. Jika Dicky juga mengetahui atau menyediakan dokumen yang diduga palsu, maka perannya menjadi lebih kuat sebagai pihak yang merancang atau mengarahkan perbuatan. Oleh karena itu, Dicky berpotensi dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 KUHP.

Sementara itu, pertanggungjawaban Ewin dapat dilihat dari perannya dalam mendampingi Hamdan dan menyerahkan BPKB serta STNK. Apabila Ewin hanya menyerahkan dokumen tanpa mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu, maka unsur kesalahan masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun, apabila ia mengetahui dokumen tersebut akan dipakai untuk menggadaikan mobil yang bukan milik Hamdan, maka Ewin dapat dinilai turut serta membantu terlaksananya tindak pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap Ewin menjadi penting dalam mengungkap jaringan perbuatan secara lengkap.

Dalam wawancara tanggal 22 Mei 2026, penyidik menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak dapat dipukul rata kepada semua pihak. Setiap orang harus dilihat berdasarkan perannya. Pihak yang hanya menjadi saksi dan melaporkan kecurigaan tidak dapat disamakan dengan pihak yang membawa mobil, memakai dokumen, atau menyuruh orang lain melakukan transaksi. Oleh sebab itu, penyidik perlu membedakan antara saksi, pelaku langsung, pihak yang menyuruh, dan pihak yang membantu.

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan alat bukti yang digunakan penyidik. Dalam perkara ini, alat bukti yang dapat mendukung pembuktian antara lain keterangan saksi, keterangan pelaku, dokumen BPKB dan STNK yang diduga palsu, kendaraan Toyota Avanza, serta hasil pengecekan data kendaraan. Keterangan saksi dari Tasman alias Ajo, Muhammad Razali, dan Junaidi saling menguatkan mengenai adanya transaksi, harga yang tidak wajar, kejanggalan dokumen, serta hasil pengecekan yang tidak sesuai.

Barang bukti berupa dokumen kendaraan menjadi bagian penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BPKB dan STNK tersebut palsu atau telah diubah, maka pihak yang membuat, menyediakan, atau menggunakannya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Dalam perkara ini, karena belum semua pihak pembuat dokumen diketahui, maka pertanggungjawaban awal dapat diarahkan kepada pihak yang menggunakan dokumen tersebut dalam transaksi, sambil tetap menelusuri pihak yang membuat atau menyediakan dokumen palsu.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga harus memperhatikan adanya kemungkinan dakwaan berlapis atau alternatif. Pasal 263 KUHP dapat digunakan apabila fokusnya pada penggunaan dokumen palsu, sedangkan Pasal 480 KUHP dapat digunakan apabila fokusnya pada pengalihan kendaraan yang patut diduga berasal dari kejahatan. Pasal 55 KUHP dapat menghubungkan peran beberapa pihak yang bekerja sama. Dengan konstruksi ini, penyidik dan penuntut umum memiliki ruang untuk menyesuaikan pasal dengan fakta yang paling terbukti di persidangan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 480 KUHP, Hamdan dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti membantu menggadaikan atau menjual mobil yang ia ketahui atau patut diduga bukan miliknya dan bermasalah secara hukum. Unsur patut diduga dapat dilihat dari keadaan bahwa ia disuruh mengakui mobil sebagai miliknya, dijanjikan keuntungan, serta menggunakan dokumen yang ternyata memiliki kejanggalan. Keadaan tersebut dapat menunjukkan bahwa ia tidak berada dalam posisi sebagai pelaku yang benar-benar tidak mengetahui apa pun.

Dicky berpotensi memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar apabila terbukti sebagai pihak yang mengatur perbuatan. Hal ini karena ia disebut sebagai pemilik mobil menurut keterangan Hamdan, sekaligus pihak yang menyuruh Hamdan menggadaikan mobil tersebut. Jika Dicky mengetahui bahwa dokumen yang digunakan palsu atau sengaja menggunakan Hamdan untuk menghindari keterlibatan langsung, maka perbuatannya dapat dinilai sebagai penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat atau pertolongan jahat.

Ewin juga perlu dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui perbuatan tersebut dan membantu menyerahkan dokumen palsu. Dalam perkara pidana, bantuan yang diberikan sebelum atau saat tindak pidana terjadi dapat memperkuat terjadinya tindak pidana. Penyerahan BPKB dan STNK bukan tindakan biasa apabila dokumen itu digunakan untuk meyakinkan pihak lain dalam transaksi. Oleh karena itu, peran Ewin perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lanjutan, keterangan saksi, dan hubungan komunikasinya dengan Hamdan maupun Dicky.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana para pihak dalam perkara jual beli mobil dengan dokumen palsu di Polres Langkat harus dibangun berdasarkan pembuktian peran masing-masing. Hamdan Afdawi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pihak yang menggunakan dokumen dan membawa mobil dalam transaksi, Dicky dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti menyuruh dan mengatur perbuatan, sedangkan Ewin dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti membantu menyerahkan dokumen dan mengetahui tujuan penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, penyidik menilai perkara ini dengan cara memisahkan peran saksi, pelaku langsung, pihak yang menyuruh, dan pihak yang membantu, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil sesuai fakta dan alat bukti.










� Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 1.


� Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.


� R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 195.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.


� Pasal 263 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Razali, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 314.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 365.


� Pasal 55 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 25.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Pasal 263 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 121.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Pasal 263 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Junaidi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 171.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Pasal 263 dan Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Junaidi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Pasal 263 dan Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Razali, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 195.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Junaidi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Razali, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Pasal 55 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Ibid


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Muhammad Razali, dan Junaidi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Pasal 263 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 171.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.


� Pasal 263, Pasal 480, dan Pasal 55, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Pasal 263 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Pasal 55 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Razali, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Junaidi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 119.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 171.


� Pasal 55 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tasman alias Ajo, Muhammad Razali, dan Junaidi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 195.


� Pasal 263, Pasal 480, dan Pasal 55, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamdan Afdawi, Polres Langkat, 30 Oktober 2025.


� Hasil wawancara dengan IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.H., M.H. dan BRIGPOL Muhammad Ilha Dain, Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Langkat, 22 Mei 2026.





37

